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BAB II
KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS

[bookmark: _GoBack]
2.1 Kajian Teori
Kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah: penetapan UMSK, produktifitas kerja dan  performansi kerja karyawan.
2.1.1 Upah Minimum Sektor Kabupaten 
2.1.1.1 Upah
Menurut Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, upah didefinisikan sebagai hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan pasal 1 ayat (1), upah didefinisikan sebagai hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Upah diberikan sebagai bentuk balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. Upah dibayarkan kepada pekerja berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan. Sedangkan menurut Muchdarsyah Sinungan, (2006), upah kerja adalah pencerminan pendapatan nasional dalam bentuk upah uang yang diterima oleh buruh sesuai dengan jumlah dan kualitas yang dicurahkan untuk pembuatan suatu produk. 
Selain pendapat di atas, ada beberapa pengertian lain tentang upah, menurut Sadono Sukirno (2008), upah adalah pembayaran atas jasa-jasa fisik yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Sementara menurut Malayu SP. Hasibuan (2007) upah adalah balas jasa yang dibayarkan kepada para pekerja harian dengan berpedoman atas perjanjian yang disepakati membayarnya. Dari beberapa definisi tentang upah di atas maka dapat disimpulkan bahwa, upah merupakan imbalan yang diterima oleh pekerja dari pengusaha atas jasa yang diberikan untuk perusahaan berdasarkan lamanya jam kerja dan jumlah produk yang dihasilkan, serta adanya kesepakatan antara pekerja dan pengusaha dalam menentukan besaran upah.
2.1.1.2 Komponen Upah
Hal-hal yang termasuk ke dalam komponen upah adalah :
a. Upah pokok
Upah pokok merupakan imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasar perjanjian.
b. Tunjangan tetap
Tunjangan tetap adalah suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pekerja dan keluarganya yang dibayarkan bersamaan dengan upah pokok seperti tunjangan anak, tunjangan kesehatan, tunjangan perumahan.
c. Tunjangan tidak tetap
Tunjangan tidak tetap adalah pembayaran yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pekerja dan diberikan secara tidak tetap bagi pekerja dan keluarganya serta dibayarkan tidak bersamaan dengan pembayaran upah pokok. Sedangkan yang tidak termasuk komponen upah adalah :
a. Fasilitas, yaitu kenikmatan dalam bentuk nyata karena hal-hal yang bersifat khusus atau untuk meningkatkan kesejahteraan buruh
b. Bonus, yaitu pembayaran yang diterima pekerja atas hasil keuntungan perusahaan atau karena pekerja berprestasi melebihi target produksi yang normal atau karena peningkatan produksi
c. Tunjangan hari raya dan pembagian keuntungan lainnya.
2.1.1.3 Jenis-Jenis Upah
G. Kartasapoetra 2006) dalam bukunya menyebutkan, bahwa jenis-jenis upah meliputi:
a. Upah nominal
Upah nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada pekerja yang berhak secara tunai sebagai imbalan atas pengerahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja di bidang industri atau perusahaan ataupun dalam suatu organisasi kerja, dimana ke dalam upah tersebut tidak ada tambahan atau keuntungan yang lain diberikan kepadanya. Upah nominal ini sering pula disebut upah uang (money wages), sehubungan dengan wujudnya yang memang berupa uang secara keseluruhannya.
b. Upah nyata (real wages)
Upah nyata adalah upah yang benar-benar harus diterima oleh seseorang yang berhak. Upah nyata ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan banyak bergantung dari : 
1) Besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima.
2) Besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan.
3) Adakalanya upah itu diterima dalam wujud uang atau fasilitas atau in natura, maka upah nyata yang diterimanya yaitu jumlah upah uang dan nilai rupiah dari fasilitas dan barang instreat natura tersebut.
c. Upah hidup
Dalam hal ini upah yang diterima seorang pekerja itu relatif cukup untuk membiayai keperluan hidup yang lebih luas, yang tidak hanya kebutuhan pokoknya saja yang dapat dipenuhi melainkan juga sebagian dari kebutuhan sosial keluarganya, misalnya pendidikan, bagi bahan pangan yang memiliki nilai gizi yang lebih baik, iuran asuransi jiwa dan beberapa lainnya lagi.
d. Upah minimum
Pendapatan yang dihasilkan para buruh dalam suatu perusahaan sangat berperan dalam hubungan ketenagakerjaan. Seorang pekerja adalah manusia dan dilihat dari segi kemanusiaan sewajarnyalah pekerja mendapatkan penghargaan dan perlindungan yang layak.
e. Upah wajar
Upah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan para pekerjanya sebagai uang imbalan atas jasa-jasa yang diberikan pekerja kepada pengusaha atau perusahaan sesuai dengan perjanjian kerja diantara mereka.
[bookmark: page6]2.1.1.4  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Upah
Menurut Moekijat (2008) terdapat beberapa faktor yang berpengaruh dalam penentuan tingkat upah, yang antara lain :
a. Gaji atau upah yang diberikan oleh pihak swasta.
	Upah akan cenderung naik jika salah satu pihak, terutama swasta, menaikkan tingkat upahnya sehingga akan diikuti oleh kenaikan upah Pegawai Negeri.
b. Kondisi keuangan Negara.
	Kenaikan tingkat upah akan sulit dilakukan jika kondisi negara dalam keadaan yang tidak menentu atau tidak stabil.
c. Biaya hidup
	Biaya hidup dalam suatu negara juga akan berpengaruh terhadap tinggi rendahnya tingkat upah.
d. Peraturan Pemerintah.
	Terdapat adanya peraturan pemerintah yang dapat membatasi tingkat upah.
e. Kekayaan Negara.
	Negara yang kaya dalam perekonomiannya maka akan dapat memberikan tingkat upah yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara lain.
f. Produktivitas pegawai.
	Tenaga kerja yang memiliki produktivitas tinggi, maka sebaiknya diberikan imbalan berupa tingkat upah yang memadai dengan produktivitasnya.
g. Persediaan tenaga kerja.
	Tingkat upah yang ditawarkan akan naik jika persediaan tenaga kerja dalam pasar kerja sedikit.
h. Kondisi kerja.
	Tenaga kerja yang bekerja dengan kondisi kerja yang berat dan sulit tentu tingkat upah yang diberikan akan tinggi jika dibandingkan dengan tenaga kerja yang bekerja dengan kondisi yang nyaman.
i. Jam Kerja.
	Besaran jumlah jam kerja akan dapat mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat upah, jika jam kerja lebih lama dari yang ditentukan maka upah yang diberikan akan lebih tinggi.
j. Perbedaan geografis.
	Perbedaan letak geografis suatu negara akan berpengaruh terhadap tingkat upah yang diberikan.
k. Inflasi
[bookmark: page8]	Pada saat suatu negara mengalami kondisi inflasi maka tingkat upah akan turun, sehingga perlu kebijaksanaan untuk meningkatkan tingkat upah.
l. Pendapatan nasional
	Jika pendapatan nasional suatu negara meningkat maka sebaiknya tingkat upah harus dinaikkan juga.
m. Harga pasar	
	Apabila harga pasar mengalami kenaikan tetapi tidak diikuti oleh kenaikan upah tenaga kerja maka upah riil akan mengalami penurunan sehingga perlu untuk dinaikkan.
n. Nilai sosial dan etika
	Suatu negara diberikan tanggung jawab untuk dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat umum dan memelihara kondisi masyarakat sesuai dengan yang diinginkan.
Sedangkan menurut ( Mohammad Agus, 2000) faktor-faktor yang  mepengaruhi penentuan tingkat upah adalah:
a. Penawaran dan permintaan tenaga kerja.
Pekerjaan yang membutuhkan keterampilan tinggi, sedangkan jumlah tenaga kerja yang tersedia langka, cenderung memiliki upah yang tinggi.Adapun untuk pekerjaan yang memiliki tingkat penawaran yang tinggi  serta tidak membutuhkan tingkat keterampilan yang tinggi, pekerjaan seperti ini cenderung memiliki standar upah yang rendah.
b. [bookmark: page9]Organisasi Buruh.
Keberadaan organisasi serikat pekerja yang saat ini semakin banyak dikalangan pekerja menjadikan kedudukan pekerja semakin kuat, hal ini semakin membuat posisi tawar para pekerja semakin tinggi.
c. Kemampuan perusahaan untuk membayar.
Bagi perusahaan gaji merupakan komponen biaya produksi, apabila terjadi kenaikan biaya produksi maka akan mengakibatkan kerugian sehingga perusahaan tidak akan mampu memenuhi fasilitas perusahaan.
b. Produktivitas karyawan.
Semakin tinggi prestasi prestasi yang diberikan oleh karyawan dalam kinerjanya maka akan semakin besar upah yang diterima.
c. Biaya hidup.
Jika hidup dikota besar tentu biaya hidup akan semakin tinggi, biaya hidup merupakan ”batas penerimaan upah” bagi para karyawan.
d. Pemerintah.
Pemerintah, melalui peraturan-peraturan serta kebijakan-kebijakannya, mempunyai kewenangan dalam menentukan besar kecilnya gaji, seperti menetapkan upah minimum yang harus diberikan oleh perusahan atau pemberi kerja.
e. Konsistensi internal dan eksternal.
[bookmark: page10]Struktur gaji atau upah yang baik dapat memenuhi syarat konsistensi internal dan eksternal. Yang dimaksud dengan konsistensi internal adalah sistem pengupahan didasarkan pada prinsip keadilan di lingkungan perusahaan sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan konsistensi eksternal adalah sistem pengupahan berdasarkan pada keadilan dibanding dengan keadaan perusahaan lain yang sejenis.
2.1.1.5  Peran Pemerintah dalam Bidang Ketenagakerjaan
Sebagaimana telah dijelaskan dalam UUD 1945 pasal 27 bahwa: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, maka pemerintah wajib menyediakan lapangan kerja dan melindungi hak-hak tenaga kerja”. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, maka pemerintah lewat instansi terkait telah melakukan upaya-upaya untuk mengatasi masalah-masalah, baik yang berhubungan dengan angkatan kerja maupun dengan tenaga kerja.
Peran pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan amatlah dibutuhkan, karena dengan adanya intervensi pemerintah tersebut maka peningkatan masalah ketenagakerjaan yang diakibatkan oleh persaingan pasar dapat terhindari. Friedman menjelaskan tentang peran negara dalam konsep negara modern yakni :
“ first, as protector, secondly, as diposer of social services, thirdly, as industrial manager, fourtly, as economic controller, fifthly as arbitrator. ”

Dari pendapat Friedman (2009) tersebut dapat disimpulkan bahwa adalah suatu yang dibenarkan apabila pemerintah melaksanakan prinsip-prinsip negara modern dengan melibatkan dirinya sebagai pengontrol ekonomi.
Sejalan dengan pendapat Friedman (2009) di atas, Pratama Rahardja (2009) menjelaskan tujuan dilakukannya campur tangan pemerintah, yakni :
a. Menjamin agar kesamaan hak bagi setiap individu dapat tetap terwujud dan eksploitasi dapat dihindari
b. Menjaga agar perekonomian dapat tumbuh dan mengalami perkembangan yang teratur dan stabil
c. Mengawasi kegiatan peusahaan-perusahaan besar yang dapat mempengaruhi pasar, agar mereka tidak menjalankan praktik-praktik monopoli yang merugikan
d. Menyediakan barang public (public good) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
e. Mengawasi agar eksternalitas kegiatan ekonomi yang merugikan masyarakat dapat dihindari atau dikurangi.
[bookmark: page12]Pendapat  tersebut  semakin  mempertegas  kemungkinan  keterlibatan peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi terutama yang mengakibatkan naiknya permasalahan ketenagakerjaan. Bentuk peran pemerintah di bidang ketenagakerjaan, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, adalah sebagai berikut:
a. Perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan.
Dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan tenaga kerja secara berkesinambungan yang meliputi perencanaan tenaga kerja makro dan perencanaan tenaga kerja.
b. Pelatihan Kerja.
[bookmark: page13]Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja yang diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja dan dapat dilakukan secara berjenjang.Pelatihan kerja diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah dan/atau lembaga pelatihan kerja swasta dan diselenggarakan di tempat pelatihan atau tempat kerja serta dapat bekerja sama dengan swasta. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pelatihan kerja dan pemagangan yang ditujukan ke arah peningkatan relevansi, kualitas, dan efisiensi penyelenggaraan pelatihan kerja dan produktivitas yang dilakukan melalui pengembangan budaya produktif, etos kerja, teknologi, danefisiensi kegiatan ekonomi, menuju terwujudnya produktivitas nasional.
c. Penempatan tenaga kerja
Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi. Penempatan tenaga kerja ini diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum yang dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan program nasional dan daerah.
Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja. Pelaksana penempatan tenaga kerja ini wajib memberikan perlindungan sejak rekrutmen sampai penempatan tenaga kerja yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja.
d. Perluasan kesempatan kerja.
[bookmark: page14]Pemerintah bertanggung jawab mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja dengan cara bersama-sama dengan masyarakat mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. Semua kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah di setiap sektor diarahkan untuk mewujudkan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. Lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan, dan dunia usaha perlu membantu dan memberikan kemudahan bagi setiap kegiatan masyarakat yang dapat menciptakan atau mengembangkan perluasan kesempatan kerja.
Perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja dilakukan melalui penciptaan kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi tepat guna yang dilakukan dengan pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, penerapan sistem padat karya, penerapan teknologi tepat guna, dan pendayagunaan tenaga kerja sukarela atau pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja.
[bookmark: page15]Pemerintah menetapkan kebijakan ketenagakerjaan dan perluasan kesempatan kerja serta bersama-sama masyarakat mengawasi pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud. Pelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dapat dibentuk badan koordinasi yang beranggotakan unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Semua ketentuan mengenai perluasan kesempatan kerja, dan pembentukan badan koordinasi sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Pemerintah.
e. Menanggulangi pekerja anak di luar hubungan kerja.
Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja dan mengaturnya melalui Peraturan Pemerintah.
f. Menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja.
Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruhyang meliputi :
1) Upah minimum;
2) Upah kerja lembur;
3) Upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
4) Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
5) Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
6) Bentuk dan cara pembayaran upah;
7) Denda dan potongan upah;
8) Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
9) [bookmark: page16]Struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
10) Upah untuk pembayaran pesangon; dan
11) Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.
Dalam menetapkan upah minimum, Pemerintah harus berdasarkan kepada kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum sebagaimana dimaksud dapat terdiri atas:
1) Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
2) Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
Upah minimum sebagaimana dimaksud diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak dan ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota. Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud diatur dengan Keputusan Menteri. Untuk memberikan saran, pertimbangan, dan merumuskan kebijakan pengupahan yang akan ditetapkan oleh pemerintah, serta untuk pengembangan sistem pengupahan nasional dibentuk Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, perguruan tinggi, dan pakar.
g. Memfasilitasi usaha - usaha produktif pekerja
[bookmark: page17]Untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh, dibentuk  koperasi pekerja/buruh dan usaha-usaha produktif di perusahaan. Pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh berupaya menumbuhkembangkan koperasi pekerja/buruh, dan mengembangkan usaha produktif sebagaimana dimaksud. Pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya-upaya untuk menumbuhkembangkan koperasi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud, diatur dengan Peraturan Pemerintah.
h. Menetapkan kebijakan dan memberikan pelayanan
[bookmark: page18]Dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintah mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruhnya mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Dalam melaksanakan hubungan industrial, pengusaha dan organisasi pengusahanya mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja/buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan.
i. Memfasilitasi Penyelesaian Hubungan hubungan Industrial dilaksanakan melalui sarana :
1) Serikat pekerja/serikat buruh;
2) Organisasi pengusaha;
3) Lembaga kerja sama bipartit;
4) Lembaga kerja sama tripartit;
5) Peraturan perusahaan;
6) Perjanjian kerja bersama;
7) Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan; dan
8) Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
j. Mensahkan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama
Pengesahan peraturan perusahaan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk harus sudah diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak naskah peraturan perusahaan diterima. Apabila peraturan perusahaan telah sesuai sebagaimana ketentuan, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sudah terlampaui dan peraturan perusahaan belum disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, maka peraturan perusahaan dianggap telah mendapatkan pengesahan.
k. Melakukan pengawasan dan penegakan aturan ketenagakerjaan
[bookmark: page19]Dalam mewujudkan pelaksanaan hak dan kewajiban pekerja/buruh dan pengusaha, pemerintah wajib melaksanakan pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dalam mewujudkan hubungan industrial merupakan tanggung jawab pekerja/buruh, pengusaha, dan pemerintah.
l. Menerima pemberitahuan mogok kerja
Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat.
m. Memediasi perundingan dalam mogok kerja
Sebelum dan selama mogok kerja berlangsung, instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan wajib menyelesaikan masalah yang menyebabkan timbulnya pemogokan dengan mempertemukan dan merundingkannya dengan para pihak yang berselisih. Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud menghasilkan kesepakatan, maka harus dibuatkan perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan pegawai dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagai saksi.
[bookmark: page20]Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud tidak menghasilkan kesepakatan, maka pegawai dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan segera menyerahkan masalah yang menyebabkan terjadinya mogok kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang.
n. Mengantisipasi terjadinya pemutusan hubungan kerja
Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.
Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja diajukan secara tertulis kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial disertai alasan yang menjadi dasarnya. Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud dapat diterima oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial apabila telah dirundingkan dengan Pekerja/Serikat Pekerja.
o. Melakukan pembinaan
[bookmark: page21]Pemerintah melakukan pembinaan terhadap unsur-unsur dan kegiatan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan dengan mengikutsertakan organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan organisasi profesi terkait dan dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi. Dalam rangka pembinaan ketenagakerjaan, pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi profesi terkait dapat melakukan kerja sama internasional di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
p. Melakukan pengawasan
Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh unit kerja tersendiri pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang diatur dengan Keputusan Presiden. Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud, pada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan kepada Menteri yang tata cara penyampaian laporannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
q. Melakukan penyelidikan
[bookmark: page22]Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kewenangan :
1) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
2) Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
3) Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
4) Melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang ketenaga-kerjaan;
5) Melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
6) Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan; dan
7) Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.
2.1.1.6 Kebijakan Upah Minimum
[bookmark: page23]Kebijakan upah minimum adalah kebijakan pemerintah dalam menentukan suatu standar minimum yang akan digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri dalam memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Sedangkan upah minimum itu sendiri didefinisikan sebagai upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah minimum ini berlaku bagi mereka yang lajang dan memiliki pengalaman kerja 0-1 tahun, yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan dan berlaku selama 1 tahun berjalan.
Pemerintah mengatur kebijakan ketenagakerjaan yang di dalamnya termasuk kebijakan upah minimum di dalam Undang Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang isinya antara lain:
a. Pemerintah menetapkan upah berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL) dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga upah minimum diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak.
b. [bookmark: page24]Upah minimum dapat diterapkan: (a) berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota; (b) berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota. Upah minimum sektoral dapat ditetapkan untuk kelompok lapangan usaha beserta pembagiannya menurut klasifikasi lapangan usaha Indonesia untuk kabupaten/kota, provinsi, beberapa provinsi atau nasional dan tidak boleh lebih rendah dari upah minimum regional daerah yang bersangkutan.
c. Upah minimum ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.
d. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum dapat dilakukan penangguhan. Penangguhan pelaksanaan upah minimum bagi perusahaan yang tidak mampu dimaksudkan untuk membebaskan perusahaan yang bersangkutan melaksanakan upah minimum yang berlaku dalam kurun waktu tertentu. Apabila penangguhan tersebut berakhir maka perusahaan yang bersangkutan wajib melaksanakan upah minimum yang berlaku pada saat itu tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan.
e. [bookmark: page25]Penetapan upah minimum pada suatu Provinsi dan Kabupaten/Kota di dalam Provinsi itu merupakan tugas dan tanggung jawab Gubernur Provinsi tersebut, dimana upah minimum Kabupaten/Kota haruslah lebih besar nominalnya dibanding upah minimum Provinsi tersebut. Gubernur menetapkan upah minimum dengan memperhatikan rekomendasi dari Bupati/Walikota serta saran dan pertimbangan dari Dewan Pengupahan Provinsi. Adapun rekomendasi dari Bupati/Walikota, yang akan menjadi pertimbangan Gubernur dalam menentukan upah minimum, didasari atas saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota. Saran serta pertimbangan Dewan Pengupahan yang akan menjadi dasar bagi Gubernur dalam menetapkan upah minimum merupakan hasil survey mengenai kebutuhan hidup layak (KHL) di provinsi dimana upah minimum tersebut akan ditetapkan. Dewan Pengupahan yang terdiri dari perwakilan serikat pekerja, pengusaha, pemerintah, dan pihak netral dari akademisi akan melakukan survey mengenai kebutuhan hidup layak (KHL) sebelum ditetapkannya upah minimum yang baru di suatu Provinsi.
Kebutuhan hidup layak adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik dan sosial, untuk kebutuhan 1 (satu) bulan. Kebutuhan yang harus dipenuhi pekerja untuk dapat dianggap hidup layak terdiri dari beberapa komponen, yaitu:
a. Makanan dan Minuman
Beras sedang, sumber protein (daging, ikan segar, telur ayam), kacang-kacangan (tempe/tahu), susu bubuk, gula pasir, minyak goreng, sayuran, buah-buahan (setara pisang/pepaya), karbohidrat (setara tepung terigu), teh atau kopi, bumbu-bumbuan.
b. Sandang.
Celana panjang/rok/pakaian muslim, celana pendek, ikat pinggang, kemeja lengan pendek/blouse, kaos oblong/BH, celana dalam, sarung/kain panjang, sepatu, kaos kaki, perlengkapan pembersih sepatu (semir sepatu, sikat sepatu), sandal jepit, handuk mandi, perlengkapan ibadah (sajadah, mukena, peci dan lain-lain).
c. Perumahan.
Sewa kamar, dipan/tempat tidur, perlengkapan tidur (kasur, bantal), sprei dan sarung bantal, meja dan kursi, lemari pakaian, sapu, perlengkapan makan (piring, gelas, sendok garpu), ceret aluminium, wajan aluminium, panci aluminium, sendok masak, rice cooker ukuran ½ liter, kompor dan perlengkapannya (kompor satu tungku, selang dan regulator, tabung gas 3 kg), gas elpiji, ember plastik, gayung plastik, listrik, bola lampu hemat energi, air bersih, sabun cuci pakaian, sabun cuci piring, setrika, rak plastik portabel, pisau dapur, cermin.
d. Pendidikan
Bacaan/radio, ballpoint dan pensil.
e. Kesehatan
Sarana kesehatan (pasta gigi, sabun mandi, sikat gigi, shampo, pembalut atau alat cukur), deodorant, obat anti nyamuk, potong rambut, sisir
f. Transportasi.
Transportasi kerja dan lainnya
g. [bookmark: page27]Rekreasi dan Tabungan.
Adapun mekanisme proses penetapan upah minimum berdasarkan standar KHL bisa diurutkan sebagai berikut:
a. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota membentuk tim survey yang anggotanya terdiri dari unsur tripartit: perwakilan serikat pekerja, pengusaha, pemerintah, dan pihak netral dari akademisi.
b. Standar KHL ditetapkan dalam Kepmen No. 13 tahun 2012, berdasarkan standar tersebut, tim survey Dewan Pengupahan melakukan survey harga untuk menentukan nilai harga KHL yang nantinya akan diserahkan kepada Gubernur Provinsi masing-masing.
c. Survey dilakukan setiap satu bulan sekali dari bulan Januari s/d September sedang untuk bulan Oktober s/d Desember dilakukan prediksi dengan membuat metode least square. Hasil survey tiap bulan tersebut kemudian diambil rata-ratanya untuk mendapat nilai KHL.
d. Nilai KHL ini akan digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penetapan upah minimum yang berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun. Upah bagi pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih dirundingkan secara bipartit antara pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha di perusahaan yang bersangkutan.
e. [bookmark: page28]Berdasarkan nilai harga survey tersebut, Dewan Pengupahan juga mempertimbangkan faktor lain: produktivitas, pertumbuhan ekonomi, usaha yang paling tidak mampu, kondisi pasar kerja dan saran/ pertimbangan dari dewan pengupahan Provinsi/Kabupaten/Kotamadya.
f. Gubernur nantinya akan menetapkan besaran nilai upah minimum. Penetapan Upah Minimum ini dilakukan 60 hari sebelum tanggal berlakunya yaitu setiap tanggal 1 Januari.
2.1.2 Produktivitas
2.1.2.1 Definisi Produktivitas
Produktivitas menurut Sinungan (2005) diartikan sebagai perbandingan antara nilai yang dihasilkan suatu kegiatan terhadap nilai semua masukan yang digunakan dalam melakukan kegiatan tersebut. Pada tingkat perusahaan, produktivitas digunakan sebagai sarana manajemen untuk menganalisis dan mendorong efisiensi produksi serta mengetahui seberapa optimal perusahaan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki (input) dalam menghasilkan output yang ditargetkan.
Sedangkan menurut Jääskeläinen (2009), meskipun definisi sederhana dari produktivitas (output / input), itu adalah konsep yang agak ambigu yang dapat dengan mudah bingung dengan konsep lain. Produktivitas erat berhubungan dengan konsep-konsep seperti kinerja operasional, yang mengacu pada efisiensi dan efektivitas proses bisnis, efisiensi, yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya dan efektivitas, yang mengacu pada kemampuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau sejauh mana diinginkan hasil yang dicapai, serta kinerja, karena produktivitas suatu organisasi dapat dilihat sebagai komponen kinerja.
2.1.2.2  Siklus Produktivitas
Menurut Sukaria (2012), produktivitas merupakan serangkaian kegiatan yang membentuk siklus yang terdiri dari empat fase kegiatan, yaitu fase pengukuran, fase evaluasi, fase perencanaan, dan fase perbaikan. Pengukuran produktivitas (measurement) terdiri dari kegiatan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi tentang variabel-variabel yang diklasifikasikan sebagai input dan ouput yang dihasilkan dari input tersebut. Berdasarkan data dan informasi input dan output yang telah dikumpulkan lalu dihitung tingkat atau ukuran produktivitas yang dicapai oleh perusahaan dalam periode berjalan. Tingkat kinerja ini lalu dievaluasi dengan cara membandingkan tingkat produktivitas yang dicapai terhadap target atau tingkat produktivitas yang direncanakan (fase kedua). Fase evaluasi penting untuk mengidentifikasi masalah yang menyebabkan target tidak tercapai. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut kemudian dilakukan perencanaan peningkatan produktivitas (fase ketiga). Rencana perbaikan yang telah disusun kemudian diimplementasikan untuk mendapatkan untuk menghasilkan perbaikan (improvement) produktivitas. Selanjutnya, pengukuran 
dilakukan kembali untuk mengetahui apakah perbaikan telah berhasil dilakukan atau tidak. Siklus ini dapat dilihat pada gambar 2.1.
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Gambar 2.1 Daur Produktivitas (Sumber: Sinulingga, 2012)
2.1.2.3  Manfaat Pengukuran Produktivitas
Menurut Gasperz (2000), terdapat beberapa manfaat pengukuran produktivitas dalam suatu organisasi perusahaan, yaitu : 
1. Perusahaan dapat menilai efisiensi konversi sumber dayanya, agar dapat meningkatkan produktivitas melalui efisiensi penggunaan sumber-sumber daya tersebut.
2. Perencanaan sumber-sumber daya akan menjadi lebih efektif dan efisien.
3. Tujuan ekonomis dan non ekonomis perusahaan dapat diorganisasikan kembali dengan cara memberikan prioritas tertentu yang dipandang dari sudut produktivitas.
4. Perencanaan target tingkat produktivitas di masa mendatang, dapat dimodifikasi kembali berdasarkan informasi pengukuran tingkat produktivitas.
Strategi untuk meningkatkan produktivitas perusahaan dapat ditetapkan berdasarkan tingkat kesenjangan produktivitas (productivity gap) antara tingkat produktivitas yang direncanakan dan tingkat produktivitas aktual. Pengukuran produktivitas terus-menerus akan memberikan informasi yang bermanfaat untuk menentukan dan mengevaluasi kecendrungan perkembangan produktivitas perusahaan dari waktu ke waktu.
2.1.2.4  Syarat Pengukuran Produktivitas
Menurut Davin Bain (1982), syarat utama yang baru diikuti oleh setiap organisasi atau perusahaan dalam melakukan pengukuran produktivitas yang benar, yaitu:
a. Keabsahan (validity), adalah ukuran yang dapat menggambarkan perubahan tingkat produktivitas yang sebenarnya secara tepat.
b. Dapat dibandingkan (comparability). Adalah Syarat utama dalam pengukuran tingkat produktivitas adalah ketersediaan data dan data yang tersedia harus dapat dibandingkan. Perbandingan dilakukan terhadap hasil pengukuran produktivitas di dalam periode yang berbeda.
c. Kelengkapan (completeness).	Keikutsertaan seluruh faktor yang berpengaruh baik dari segi masukan maupun keluaran akan memberikan ketelitian yang tinggi pada hasil pengukuran produktivitas.
d. Ketermasukan (Inclusiveness).
e. 	Pengukuran tingkat produktivitas menyatukan banyak kegiatan dalam fungsi-fungsi organisasi perusahaan.
f. Efektivitas Ongkos (Cost effectiveness).
g. 	Disamping manfaat yang diperoleh, usaha pengukuran tingkat produktivitas juga memerlukan ongkos di luar ongkos produksi. Agar ongkos yang dikeluarkan untuk kegiatan pengukuran tingkat produktivitas tidak mengurangi nilai manfaat yang dihasilkan, perlu dilakukan analisis rugi dalam fungsi pengukuran ini.
h. Tepat Waktu (Timeliness).
i. 	Agar informasi yang diperoleh dari pengukuran produktivitas berfungsi tepat guna maka periode waktu pengukuran harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.
2.1.2.5   Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produktivitas
Menurut Summanth (1984), berikut ini beberapa faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas yaitu:
a. Investasi.
Peningkatan modal yang diinvestasikan akan meningkatkan produktivitas yang diindikasikan dengan pangsa pasar yang tinggi, laju pengenalan produk yang rendah, utilisasi modal yang tinggi dan sebagainya.
b. Rasio modal/tenaga kerja.
Terdapat hubungan erat antara produktivitas tenaga kerja dengan rasio modal/tenaga kerja. Menurunnya rasio antara modal investasi dengan tenaga kerja dan pertumbuhan jumlah modal investasi lebih lamban daripada pertumbuhan jumlah tenaga kerja, maka semakin banyak tenaga kerja yang tidak terserap di sektor-sektor industri yang mengakibatkan menurunnya produktivitas.
c. Utilisasi kapasitas
Utilisasi kapasitas (yaitu persentase waktu dimana pabrik dalam keadaan beroperasi) berkaitan erat dengan produktivitas tenaga kerja.
d. Umur pabrik dan perlengkapan.
Peningkatan umur struktur maupun perlengkapan menandakan  kurangnya modernisasi yang memadai. Umur pabrik dan peralatannya mempengaruhi tingkat kehandalan proses produksi dan secara langsung mempengaruhi tingkat produktivitas.
e. Manajemen.
	Turunnya produktivitas pada sebagian besar perusahaan adalah akibat peranan pihak manajemen yang tidak sesuai. Peranan pihak manajemen sangat penting dalam hal memotivasi pekerja, mendapatkan rasa hormat dan loyalitas dan mengembangun sistem pemberian imbalan yang sesuai. Pihak manajemen dapat juga menyebabkan berkurangnya produktivitas  juga dikarenakan perencanaan dan penjadwalan kerja yang buruk, pemberian instruksi yang tidak jelas dan tidak tepat  waktu kepada  pekerja,	kurangnya pengawasan pada waktu-waktu	mulai	dan berhentinya pekerja.
2.1.2.6   Tiga tipe ukuran produktivitas
Menurut Sukaria Sinulingga (2012) ukuran produktivitas dikelompokkan atas tiga tipe yaitu produktivitas total (total productivity), produktivitas total-faktor (total factor productivity) dan produktivitas parsial (partial productivity).
a. Produktivitas Total
Produktivitas total adalah rasio total output atau keseluruhan faktor input yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Dari pengertian  di atas, produktivitas total mengukur pengaruh bersama (join impact) dari seluruh sumber daya produksi dalam menghasilkan output seperti ditunjukkan dalam Gambar 2.2.
[image: ]Gambar 2.2 Input-Output Produktivitas (Sumber: Sinulingga, 2012)
b. Produktivitas total faktor
Produktivitas total faktor merupakan rasio dari output bersih (net output) terhadap banyaknya input modal dan tenaga kerja yang digunakan. net output dihitung sebagai total output yang dikurangi dengan jumlah bahan dan jasa yang dibeli.
c. Produktivitas parsial
Produktivitas  parsial  ialah rasio output terhadap salah  satu  faktor input  yang  digunakan   dalam   memproduksi   output   tersebut.  Produktivitas ini mengukur hubungan antara jumlah output relatif terhadap jumlah faktor input tertentu yang digunakan. Jika rasio tersebut memperlihatkan kecenderungan yang meningkat dari periode ke periode berikutnya secara berkelanjutan maka dapat dikatakan pengelolaan faktor input tersebut dalam kegiatan produksi telah berjalan dengan baik.
2.1.3	Performansi kerja karyawan
2.1.3.1 Pengertian performansi kerja
Kamus Bahasa Indonesia (2008) mendefinisikan arti performansi kerja sebagai : (1) sesuatu yang dicapai; (2) prestasi yang diperlihatkan; (3) kemampuan kerja. Dalam kamus psikologi, performansi kerja diartikan sebagai tingkah laku yang membuahkan suatu hasil. Hal ini dikhususkan pada tingkah laku yang dapat mengubah lingkungan dengan cara-cara tertentu (Chaplin, 2008). Ada pula yang memberikan maksud performansi kerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu perusahaan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan secara legal, tidak melanggar hukum dan tidak bertentangan dengan moral dan etika (Rivai & Basri, 2005). Russell (2003) menyatakan bahwa performansi kerja merupakan catatan hasil yang diproduksi pada suatu fungsi pekerjaan yang spesifik atau aktivitas dalam periode atau waktu tertentu. Pengertian ini menunjukkan bahwa kesuksesan individu dalam melakukan pekerjaannya tidak dapat disamakan dengan individu lain. Kesuksesan ini didasarkan pada ukuran yang berlaku dan disesuaikan dengan jenis pekerjaannya. 
Menurut Davis (1981) performansi kerja berkaitan erat dengan tujuan, dalam arti sebagai suatu hasil perilaku kerja seseorang. Sedangkan Illippo (1991) memberi batasan performansi kerja sebagai hasil pola tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan sesuai dengan standar prestasi baik kualitatif atau kuantitatif yang telah ditetapkan oleh individu secara pribadi maupun oleh perusahaan. Pola tindakan yang dimaksud bisa merupakan hasil atau tindakan yang nampak (misal hasil penjualan, hasil produksi, dan usaha jasa pelayanan) dan tindakan yang tidak tampak (misal pemecahan masalah, pengambilan keputusan, estimasi serta perencanaan target, dan aktivitas penalaran). Menurut Harris (1997) performansi kerja berkaitan dengan usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Setiap hal yang dilakukan seseorang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan disebut dengan performansi kerja. Cascio (1998) menjelaskan performansi kerja sebagai jumlah produk, baik itu berbentuk barang atau jasa yang telah dihasilkan karyawan dalam jangka waktu tertentu. 
Hal ini mengartikan bahwa performansi kerja merupakan produktifitas karyawan sehingga dapat diinterpretasikan pula bahwa karyawan dengan performansi kerja yang baik adalah karyawan yang produktif atau yang dapat menghasilkan barang atau jasa yang sesuai atau melebihi jumlah minimal barang atau jasa yang harus dipenuhi karyawan. Dari berbagai definisi mengenai performansi kerja penulis menyimpulkan bahwa aktivitas karyawan secara kualitas maupun kuantitas sesuai dengan peran dan tanggung jawab dalam pekerjaannya dalam upaya membantu tercapainya tujuan perusahaan.
2.1.3.2 Aspek performansi kerja
Performansi kerja merupakan ukuran kualitas dan kuantitas dari hasil pencapaian tugas-tugas yang dilakukan pekerja. Performansi kerja menurut Rivai & Basri (2005) meliputi beberapa aspek yaitu kemampuan, penerimaan tujuan organisasi, tingkat tujuan yang dicapai, interaksi antara tujuan dan kemampuan karyawan dalam perusahaan. Hasibuan (2006) menyebutkan bahwa performansi kerja meliputi sebelas aspek yaitu kesetiaan, prestasi kerja, kejujuran, kedisplinan, kreativitas, kerja sama, kepemimpinan, kepribadian, perencanaan, kecakapan dan tanggung jawab.  Timple (1992) menyatakan tiga aspek performansi kerja, antara lain :
a. Tingkat keterampilanTingkat keterampilan karyawan meliputi kemampuan, kecakapan interpersonal dan kecakapan teknis.
b. Tingkat upaya adalah motivasi karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan.
d. Kondisi eksternal mendukung produktivitas karyawan. Kondisi-kondisi yang tidak mendukung performansi kerja karyawan adalah keadaan ekonomi yang buruk, rendahnya penjualan dan alat-alat yang digunakan untuk bekerja. 
Smither (1994) menyebutkan tiga aspek performansi kerja, yaitu :
a. Kepribadian pola-pola karakteristik individual dari kemampuan menyesuaikan diri.
b. Kemampuan merupakan usaha untuk melakukan sesuatu. Usaha tersebut ditentukan oleh pengetahuan tentang cara merespon yang baik atas kondisi sensoris dan kognitif. Kemampuan diartikan sama dengan daya, kapabilitas dan kecakapan. Kemampuan disini meliputi kemampuan pemahaman, ketepatan, kecepatan, dan  multitask.  Kemampuan pemahaman berkaitan dengan kemampuan melihat adanya hubungan atau relasi di dalam suatu masalah atau pekerjaan (Suharnan, 2005). Kemampuan ketepatan berkaitan dengan kemampuan untuk cermat dan akurat melihat suatu masalah atau pekerjaan. Kemampuan kecepatan berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan dalam waktu yang singkat. Sedangkan kemampuan multitask berkaitan dengan kemampuan untuk mengerjakan dua atau lebih pekerjaan dalam waktu  kemampuan namun dapat pula membutuhkan kemampuan yang berbeda (Howe, 1998).
c. Motivasi merupakan daya untuk menggerakkan orang melakukan pekerjaan.
Dalam penelitian ini, aspek performansi kerja yang digunakan adalah kepribadian dan kemampuan. Kepribadian mencakup karakteristik individual untuk menyesuaikan diri sedangkan kemampuan mencakup pengetahuan tentang cara merespon yang baik atas kondisi sensoris dan kognitif (kemampuan pemahaman, ketepatan, kecepatan dan multitask). Aspek ini dipilih karena kepribadian dan kemampuan dianggap dapat mewakili berbagai aspek performansi kerja yang lain serta mampu menunjukkan performansi kerja sebagai proses yang ingin dilihat dalam penelitian ini.
2.1.3.3 Faktor performansi kerja
Timple (1992) menyatakan faktor yang mempengaruhi performansi kerja adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah sifat-sifat seseorang sedangkan faktor eksternal adalah perilaku bawahan atau pimpinan, fasilitas kerja dan iklim organisasi. Prabu (2009) menguraikan dua faktor performansi kerja, yaitu :
a. Faktor individu berarti individu memiliki integritas antara fungsi psikis (rohani) dan fisiknya (jasmaniah).
b. Faktor lingkungan organisasi meliputi uraian jabatan jelas, pola komunikasi efektif dan fasilitas kerja.
As’ad (2008) mengungkapkan faktor performansi kerja adalah faktor individu dan faktor situasi. Penjelasan mengenai faktor individu dan faktor situasi sebagai berikut :
a. Faktor individu
Faktor individu meliputi kondisi fisik dan psikis individu. Kondisi fisik adalah kesehatan, vitalitas dan stamina. Kondisi psikis berhubungan dengan kesiapan mental dan kemampuan menyesuaikan diri. 
b. Faktor situasi yaitu berasal dari lingkungan pekerjaan, keluarga dan masyarakat.
2.1.3.4 Penilaian Performansi Kerja
Penilaian performansi kerja memiliki beberapa pengertian yaitu :
a. Suatu sistem formal dan terstruktur yang mengukur, menilai dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, perilaku dan hasil termasuk tingkat ketidakhadiran. Fokusnya adalah untuk mengetahui seberapa produktif seorang karyawan dan apakah ia bisa bekerja sama atau lebih efektif pada masa yang akan datang sehingga karyawan, perusahaan dan masyarakat semuanya memperoleh manfaat. (Schultz & Sidney, 2006)
b. Proses formal mengenai evaluasi kinerja dan pemberian umpan balik dimana penyesuaian kinerja dapat dilakukan (Lind, S.L and Fred L. Otte, 2000). Evaluasi kinerja atau penilaian prestasi karyawan yang dikemukakan Leon C. Mengginson, 1981 (dalam Mangkunegara, 2006) adalah sebagai berikut: ”Penilaian prestasi kerja (performance appraisal) adalah suatu proses yang digunakan pimpinan untuk menentukan apakah seorang karyawan melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.” Gomes (2003) menyatakan penilaian performansi kerja ada dua tipe yaitu rathing method dan ranking method . Rating method adalah bentuk penilaian performansi kerja yang secara luas dipakai, sedangkan ranking method adalah penilai diminta untuk mengurutkan performansi kerja karyawan dari paling baik hingga paling rendah. Smither (1994) mengungkapkan secara lebih jelas metode yang digunakan dalam membuat penilaian performansi kerja, yaitu :
a.  Metode ranking Metode ranking artinya penilai membandingkan karyawan yang satu dengan karyawan yang lain untuk menentukan siapa yang lebih baik dan kemudian menempatkan karyawan dalam urutan dari yang terbaik sampai yang terburuk.
b.   Metode grading atau forced distribution artinya penilai memisah-misahkan karyawan ke dalam berbagai klasifikasi yang berbeda. Biasanya para penilai menggunakan proporsi tertentu untuk setiap kategori.
c. Skala grafik artinya penilai menentukan skala untuk sejumlah keterkaitan dari faktor yang khusus.
d. Daftar artinya penilai tidak mengevaluasi performansi kerja tapi hanya membuat laporan, sedangkan evaluasi dilakukan oleh penilai lain. Deskripsi pilihan tertutup artinya penilaian ini tidak mengurangi bias penilai dengan cara penilai diminta untuk memilih satu dari tiap pasangan persyaratan yang paling mendekati karakteristik karyawan.
e. Esai artinya penilai menulis hal-hal tentang karyawan yang menjelaskan prestasi karyawan.
f.  Skala rating artinya metode evaluasi subjektif dilakukan oleh penilai terhadap prestasi kerja karyawan dengan skala tertentu dari rendah sampai tinggi. Faktor ini membandingkan hasil pekerjaan dengan kriteria yang dianggap penting bagi pelaksanaan kerja tersebut.
2.2  Kerangka Pemikiran dan Hipotesis
2.2.1 Kerangka Pemikiran
Untuk menganalisa pola hubungan antar variabel yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung, secara serempak atau mandiri beberapa variabel penyebab terhadap sebuah variabel akibat, maka dalam kerangka pemikiran penelitian ini menggunakan Model Analisis Jalur (Path Analysis). Dalam kerangka pemikiran ini dapat dijelaskan bahwa orientasi karyawan dan pelatihan karyawan memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan.
Gambar 2.3 Kerangka PemikiranPenetapan UMSK
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2.2.2 Hipotesis
Menurut Muri Yusuf (2005), hipotesis yakni merupakan kesimpulan sementara atau suatu jawaban yang sifatnya sementara dan merupakan konstruk peneliti terhadap masalah penelitian, yang menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Kebenaran dugaan tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu dengan melakukan penyelidikan ilmiah.
Menurut Dantes (2012) hipotesis merupakan praduga atau asumsi yang harus diuji melalui data atau fakta yang diperoleh dengan melalui penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini adalah :
H1 :	Ada pengaruh secara parsial antara penetapan Upah Minimum Sektor Kabupaten (UMSK) (X1) terhadap performansi kerja karyawan (Y) pada perusahaan di Karawang.
H2 :	Ada pengaruh produktivitas karyawan (X2) terhadap performansi kerja karyawan (Y) pada perusahaan di Kabupaten Karawang
H3 : Ada pengaruh secara simultan antara penetapan Upah Minimum Sektor Kabupaten (UMSK) (X1) dan produktivitas karyawan terhadap performansi kerja karyawan (Y) pada Perusahaan di Kabupaten Karawang.
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